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NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

RUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

ng : a. bahwa Peraturan daerah Kabupaten Kolaka

Nomor 5 tahun 1976 tentang Perusahaan daerah

Aneka Usaha Kolaka perlu ditinjau kembali dan

disesuaikan dengan kondisi saat ini;

r,. bahwa sesuai dengan maksud pada pasal t77

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu

Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD);
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a

dan b tersebut diatas maka dipandang perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka'

qlngat 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawpsi (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No'

1822),

Z, Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1962 tentang

F..iu-nuun dierah (Lembaran Negara-Repu.blik

Indonesia ranun tSiOz Nomor 10' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2387);

3, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004' tentang

pemerintah OaJran (Lembaran Negara Repu,blik

Indonesia Tahun ZOb+ Nomor L25 Tambahan

Lembaran N.guii Republik Indonesia. Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhit

ffi;h undang_undang N'omor 18 Tahun 2008

tentingperubahin Kedua Atas Undang Undang

ifomoigZ Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

i[CtU.tun ruelira Repu.blik,Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, r-Jmnanan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844)l

4, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 20A4' tentang

Perlmbangan KerJangan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintanan bierin (Lembaran Negara Republik

inOonesia Tahun 2004 Nomor t26 Tambahan

Lembaran Negara RI' Nomor 4438 );

5, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000'

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

ilp# sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik tnionesia Tahun 2000 Nomor 54'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3952 );



6.

7.

10.

11.

B.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4593);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4
Tahun 2000 tentang Kewenangan fiaerah
Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupate Kolaka Nomor 1

Tahun 2AO4 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupate Kolaka Nomor 1

Tahun 2005 tentang Pokok-pckok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha

Milik Daerah.



Dangan Persetujuan Bersama

ITRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

N ! PEMTURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAE'T.AH ANEKA USAHA KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l€bupaten adalah Kabupaten Kolaka;

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;

Bupatt adalah Bupati Kolaka;
Bewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
EFRD adalah Dewan Perurrakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kolaka
Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kolaka;
Ferugahaan Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah
Ferusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka (PD.

Aneka Usaha Kolaka);



7, Dlreksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kolaka;
B, Dlrektur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka

Usaha Kolaka;
9, Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan

Daerah Aneka Usaha Kolaka;

10, Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka

Usaha Kolaka.

Pasal 2

(1) Dengan adanya Peraturan daerah ini, maka segala hak

dan kewajiban, kekayaan dan usaha - usaha lainnya

tetap menjadi asset PD.Aneka Usaha Kolaka;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD.Aneka Usaha

diberlakukan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB II
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

ANEKA USAHA KOLAKA

Pasal 3

(1) Kantor Pusat PD. Aneka Usaha Kolaka didirikan dan

berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka;

(2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dapat
membuka kantor kantor cabang / pembantu I
perwakilan dan unit Usaha Jasa lainya sepanjang



memungkinkan yang ditetapkan oleh Direksi dengan

persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati'

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

FeruSahaan Daerah Aneka Usaha didirikan dengan maksud

dan tu1uan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah

(PAD), turut berperan sefta dalam pembangunan

ierekonomian daerah memperluas pemerataan

iembangunan dan hasil - hasilnya termasuk memperluas

lisempitan berusaha dan lapangan kerja;

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana pada

fylt (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan PD.Aneka

Ulaha 
.Kolaka 

dilakukan berdasarkan asas ekonomi

Pgusahaan dengan prinsip efisien dan efektif sefta

hgalrahan kerja dalam perusahaan'

BAB IV

LAPANGAN USAHA

Pasal 5

PlrUsahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka adalah Badan

u$ha Milik Daerah yang merupakan salah satu alat

blcngkapan Otonomi Daerah yang bergerak dibidang

p€rekonomian, dirnana dalam menjalankan usahanya

retatu berpedoman pada peraturan dan perundang

undangan Yang berlaku;



(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana
yang dimaksud pasal 4, Perusahaan Daerah Aneka
Usaha Kolaka menyelenggarakan kegiatan:
a. Usaha dalam bidang Pertambangan dan energi

meliputi penambangan, pengolahan,
pendistribusian sefta industri pendukungnya; -

b. Usaha dalam bidang pariwisata meliputi
pengembangan prasarana dan sarana wisata,
perhotelan dan restoran;

c. Usaha dalam bidang jasa Konstruksi dan Jasa non
kcnstruksi;

d. Usaha dalam bidang transpoftasi darat, laut dan
Udara;

e. Usaha cjalam bidang Informasi meliputi
pengernbangan teknologi, prasarana dan sarana
informasi;
Usaha dalam bidang pertanian, perikanan,
peternakan dan perkebunan, termasuk pembibitan,
pengolahan dan pendistribusiannya;
Usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan
pembibitan, penanaman/ penebangan,
penggergajian dan pengeringan kayu serta
pendisti'ibusiannya;
Usaha industri pe;rgolahan hasil - hasil peftanian
dalam arti luas dan kehutanan (Agro Industri);
Usaha dalam bidang perikanan dan kelautan
meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta
industri pendukung;
Usaha Perdagangan umum termasuk oerdagangan
eksport, import, lokal dan industrial;

f.

9.

h.

l.



k, Melakukan kegiatan penyertaan modai pada bank, atau
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna
usaha, modal ventura dan asuransi;

l, Melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan dan Perundang
undangan yang berlaku.

BAB V
MODAL

Pasal 6

1) Modal PD. Aneka Usaha Kolaka merupakan kekayaan
dlerah yang dipisahkan dari anggaran Pencjapatan dan
Bflanla Daerah Kabupaten Kolaka dan tidak terbagi atas
$hrm 'saharn;

) tfrarnya Modal PD. Aneka Usaha Kolaka pada saat
Ptraturan daerah ini diundangkan akan diatur Kemudian

) Pfnyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan
FpanJang sesuai dengan peraturan dan per-undang
Undangan yang berlaku.

Pasal 7

penambahan dan pengurangan penyertaan
yang tertanam dalam PD.Aneka Usaha

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8
alat - alat likuid yang tidak segera diperlukan
Usaha Kolaka oisimpan dalam bank sesuai

modal
Kolaka

oleh PD.
dengan

berlaku.uan peraturan dan Perundang - undangan yang



BAB VI
PEMB INAAN

pasal 9
(1) Bupati melakukan_pembinaan dan pengawasan secara

umum terhadap pD. Aneka Usaha fbfa@ 
---

(2) Pembinaan dan p.ngu*ur* sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan oteh Bupati Kola[a;

BAB VII
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH

ANEKA USAHA KOI.AKA

pasal 10
Pengurus pD.Aneka Usaha Kolaka terdiri atas :

(l) Dlreksi;
(2) Badan pengawas.

BAB VIII
DIREKSI

Bagian peftama

pasal 1l
(t) PD.aneka Usaha sehari - hari dipimpin oreh Direksiyang terdiri dari seorang Direktur Litama dan-sebanyak- banyaknya 3 (tiga) oring Direktur;
(2) Dlreksi diangkat. oleh Bupati yang berasar dari swastaatas usur Badan pengawas seterah r"rurui'- rikelayakan dan kepatutan 

-oleh 
komisi DpRD;



Balam hal calon DireKi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan
harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

E, Warga Negara Indonesia;
b. Beftaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

G* Mempunyai akhlak dan moral yang baik;

d, Sehat jasmani dan rohani;
E, Setla dan taat kepada Negara dan Pemerintahan

Republik Indonesia;
f, Dlutamakan mempunyai pendidikan sekurang

kurangnya Sarjana Muda ( D3 );
9, Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun

dlperusahaan yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya
dengan penilaian sebelumnya dengan penilaian paik;

h, Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi

dan startegi perusahaan;

l, Tldak terikat hubungan keluarga dengan Bupati

aampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus

maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud

eyst (2) diatas diatur lebih lanjut dengan perauran Bupati.

Pasal 12

Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun

dan blsa diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

10



(2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabiladireksi terbukti mampu meningkatkan kinerja
PD.Aneka Usaha Kolaka;

(3) Direksi diangkat paling banyak 2 Kali Masa Jabatan

(4) fnggota direksi pada saat diangkat berusia tidak rebih
50 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang

pasal 13

Blreksl dalam mengelola pD.Hneka ijsaha kolakamempunyai tugas sebaEai berikut :

A. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan
PD.Aneka Usaha Kolaka; 

- :

b, Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan danrencana Kerja Anggaran pD.Aneka -usaha -kolaka
tahunan kepada AadJn pengawas untuk mendapatkan
Fengesahan;
Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah
mendapat persetujuan Badan pengawas;
Membina pegawai;
Mengurus dan mengerola kekayaan pD.Aneka usahakolaka;

f=, Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;g' Mewakili pD.Aneka Usaha Koraka baik didaram dan diruarpengadilan;

€,

d,
e,

ll



'l I'lelryarrrp,rlk,rrr laporan berkala mengenal seluruh kegiatan
lerrrrectrk nercrciJ dan perhitungan raba rugi kepada gadan
FcltUAwa'.,

Pasal 14

tilchql rlalaln rrrr:nqclola pD.Aneka Usaha Kolaka mempunyai
VEWFII€llU =,t'l)rt(l,ti berikUt :

i ltlengangk,rt rlun memberhentikan pegawai dan Tenaga
let fe lalrrrry,r;

l, Melrqarrqk,rl mcmindah tugaskan dan memberhetikan
fugawal rt,rrt j.rbatdn dibawah direksi;
Merrelrpk,rrr llt:saran gaji, Tunjangan dan jasa produksi
f€g€w.rt rl,rri jabatan dibawah direksi dan tenaga kerl'a

, laitrtty€t EFl,,u,u kctentuan yang berlaku;
I I'lenalr,lat,urrl,rni ikatan hukum cjengan pihak lain;
I lrlenelapk,tn l,c.raturan perusahaan.

1 F{ertarrrlal,rrrr;ani neraca dan perhitungan laba r:ugi;

Pasal 15

+telel nutrrrf'rlrrk,rn persetuiuan dari Badan pengawas dalam-l ltcl
l'{cn1;arhn,rrr ;lcrjanjian - perjanjian kerja sama usaha dan
elerr pln;,rrrrn yang mungkin dapat beiakibat berkurangnya
Railrt rl,rrr nr'rnbr:bani anggaran pD.Aneka usaha Kolaka;
lrlenrlrrrlalrl,lrrl,rnkan atau menghipotekkan atau
rfiFftluit{l,rti.,rn llr:nda bergerak dan atau tak bergerak milik
Ftt Anph+r ll.,,rlr.r Kolaka;
Feily:rtl;1*ilt iltorl,rl dala;-n perusahaan lain.

t2



Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

(1) Tahun Buku PD.Aneka Usaha kolaka adalah tahun
Tekwlm;

(C) Selambat-lambatnya 3 (tiga) butan setetah berakhirnya
trhun buku direksi menyampaikan laporan keuangan
kepada Bupati melalui ketua Badan pengawas untuk
ffiendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan
pCfhltungan laba rugi tahunan setetah diaudit oleh
ekuntan publik dan atau badan yang ditunjuk;

13) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah
m€ndapat pengesahan dari Bupati memberikan
lebebasan tanggung jawab kepada direksi dan Badan
Pengawas;

({) Sclambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhlrnya tahun buku direksi telah mengajukan
Rancana Kerja dan Anggaran pD, Aneka Usaha kotaka;

(51 fOablta pada tanggal 31 Desember tahun berjalan
tsadan Pengawas belum mengesahkan Rencana kerja
dan Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka yang diajukjn
dlanggap telah disahkan.

13



Bagian KeemPat

n dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

terdiri dari :

dlmaksud ayat (1) huruf a ditetapkan

GaJl antara Dirut dengan Direksi lainnya

tunJangan sebagaimana dimaksud ayat

oleh Direksi berdasarkan ketentuan

Bagian Kelima
CUTI

Pasal 18

hak cuti sebagai berikut:
selama 12 (dua belas) hari kerja;

panjang, selama 2 (dua) bulan untuk

1 ltrll masa Jabatan;
Ffflln selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris;

rl&,
pentlng;

t4



pn hak cuti sebagaimana dimaksud Ayat (1)
rt b dan c dilaksanakan setelah mendapat

Btl;t "
V, 1,"

f

Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
ir,

Fan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (l)
dan e dilaksanakan setelah mendapat

Badan Pengawas;

selama melaksanakan hak cuti mendapat
penuh dari PD. Aneka Usa,ha Kolaka.

Bagian Keenam
, Pemberhentian

Pasal 19

kan dengan alasan :

Dunia;
kehatan sehingga tidak dapat melaksanakan

tugasnya sesuai dengan progrcm
disetujui;

dalam tindakan yanE meruEikan pD. Aneka

pldana berdasarkan putusan pengadilan

yefp telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
!,r 1i

Pasal 2O

blief<si diduga melbkukan salah satu perbuatan
dimaksud pasal 19 huruf c, d dan e

l5



Fjff tj,,!:ffi[ffi :rera 
mera ku kan pemeriksaan terhadap

Apab'a berdasarkan hasir pemeriksaan terhadap Direksisebagatmana dimaksyo i,v.i6i j iu'tuni, Badan pensawassegera melaporkan kepada rJoi,i]''

Pasal 2l
pallng,lama 12 (dua beias)
_nasll pemeriksaan dar.

irari kerja setelah menerima
Badan pengawas, 

sudaht

Pasal 22

I 
g'E[?f 

H:B ii:.:i:;:i;ffiff %1r,Ti,:frff ud pasa

l Birgtst vaho rtihprhonlir,^- -^r

lnfusltjHJ.*,

fff1*iru-,3lrJil'Ji[Tff?Ht'ana 
di maksud pasar

pe n e n € s r r J il;; g_ 
_ 

Ji d;i ;; "' 
;#J 

-ffit.'i# 
J;i:. l f:diberfkan penbnaigaan 

_yllg O.*lnvu diterapkan secarapruperslondl sesu ri masa. jab-atunnyu;

il6



yang diberhentikan: sebagaimana dimaksud
19 huruf c selain diberikan uang pesangon

i e 1(tpa) kali perigttasltan Vang Oiterima pSOa
Erafhil juga diberikan uang penghar,gaan yang

dltdtapkan secara proporsionjt seiuai masi

yang diberhentikan karena habis masa
&n tldak diangkat kembati diberikan uang
n sesuai dengan kemampuan pD. Aneka

Pasal 23

xrgangkat Pelaksanadfrruu (pLT), apabita
Sp*hentiican sebelurn masa- laUatinnya

en Pdaksana Tugas d,itetapkan, dengan
Bupatt untuk masa jabatan paling. lanra 3

f'f :

'(tlgn) b'ulan sebetum masa jabatan Dlrei<si
hrFengawas sudah mengajukin calon Direksi
t\ !,', r

t7



,r

rl,

I'
t, , BAB IX

BADAN PENGAWAS
Bagian perta,ma
pengangkatan

Ef ,, pasat 25

diangkat oleh Bupati;

incionesia;

gawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasalyang profesional sesuai cenjail liCung usahaUsaha Kotaka;

tt dlangkat sebagai B.adan pengawas 
harusp_ersyalatan sebagii berikui:. 

' v'| '.:,q

ryada Tuhan yang Maha Esa;

:l.l!f dan moraiyans baik;
nanl dan rohani:
bat kepada Negara dan pemerintah 

Republik

WaktrJ yang cukup;
Fhgalaman keairlian dibidangnya minimal

,-lub"ungan keluarga dengan Bupati atau
FJ 1'::jln11-lngsota dada n i'!n gu*r,

ling..n o.ri.ii"t gr-i.,i.' ilffiiun kesamping termairt rununtr'lu"

I8



ttan Badan pengawas sebagaimanatyat (2) ditetapkan Oengan Srruif.putusan

ffi.['rl,t'*ji,,,i' " [n,'?3lr Lt .

Pasal 26

Pasal 27

(tiga) orang,
merangkap

yang kedua kali

Usaha Kolaka sesuai

I Ff_ngawas diangkat paling
XErtrnnya;

banyak 2 (dua) kati

llb.ltan Badan pengawas ditetapkan selamatt (tlga) tahun;

l9



Bagian Kedua

Tugas dan Weweng

Pasal 28

fungawas mempunyai tugas sebagai berikut:

€a*ast keglatan operasional PD. Aneka Usaha Kolaka;l$€awasl keglatan operasional PD. AneKa Usaha KolaKa;

lhmt-rtkEn pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

ffiganekatan dan pemberhentian Direksi;

lft|frEeflfan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

ffifem kerja yang dilakukan oleh Direksi;

tiffibenfan" pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

L-CfAn Neraca dan Perhitungan Lba Rugi;

hinAenfan pendapat dan saran kepada Bupati atas Kinerja

F9, Anehe Usaha Kolaka.

Pasal 29

EF fun€awas mempunyai wewenang sebagai berikut:

FhE€ftfen perlngatan kepada Direksi yang tidak

FiEEenatan tugas sesuai dengan program kerja yang

EFh €leetuJut;
lirertksa blreksl yang diduga merugikan PD. Aneka Usaha

EEE;
Rencana Kerja dan Anggran PD. Usaha

lb6erlma atau menolak pertanggung jawaban Keuangan

#n Fregram KerJa Dlreksi tahun berjalan.



Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 3O

FgEewfl karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

Fndan Pengawas menerima honorarium sebesar
(empat puluh persen) dari penghasilan Direktur

Badan Pengawas menerima Honorarium
35% (tlga puluh lima persen) dari penghasitan
Utama;

Brdan Pengawas menerima Honorarium
30% (tlga puluh persen) dari penghasilan
UEma,

Pasal 32

kepada Badan PerrEawas setiap tahun
tsr prsduksl.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 33

frruafa5 dapat dlberhentikan dengan alasan:



lfhlngga tidak dapat melaksanakan

Egas dan kewenangannya;
yang merugikan pD. Aneka Usaha

ls€rkan putusan pengadilan Negeri
kekuatan Hukum tetap.

Frral 34

dlduga melakukan salah satu
dlmaksud pasal 34 huruf c, d dan

pemeriksaan terhadap yang

hasll pemeriksaan terhadap badan
t dlmaksud ayat (t) terbukti, Bupati

(dua belas) hari kerja 
.segera

m Bupatl tentang pemberhentian
Frngrwas yang melakukan perbuatan
huruf c, d dan fj

lHtrln Bupatl tentang pemberhentian

l+ilgfl Badan Pengawas yang metakukan
p$€l 34 huruf e. I

Kellma
laln - lain

Frrrl 3s

Badan Pengawas dibentuk
darl sekurangnya I (satu) orang;



t

'FlFEgwas dan

'H*e,

sekretariat ditetapkan oleh Badan
dibebankan kepada pO. nnefu lrana

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI
pasal 36

Jill Produksi untu! Direksi, Badan pengawas,

[B ffi ,'',',,['.fl', 5[?,t?,t:*tJIiJ,' T,'f .;x
pasal 37

hnerarlum

€ltstrpkan olei oiretsi.

Pasal 38

Pasal 39

FUlffrn0 drekst.

J+ Produkst sebagaimana

fJtl Pengawas, pegawai
pada pasal 36 untuk
dan Tenaga Kerja

di PD.

- turut Direksi tidak
Usaha Kolaka, Bupati

#j -:iJ;l . ffi T:13S,,' j:l?j;,i,' ns ka p

Slap 2 (dua) tahun bertirut
m?nlnghtkan kerJa pD.Aneka

pasal 40
llcl melakukan_ perjalanan dinas keluarflt€ndapat ftn dari Aupali. -

--'--&-



Pasal 41

=r ,,'t,r, .,r,nl,rill l)rrr,k:;i disediakan dari Anggaran pD. Aneka
rii= I 't,rl,,r lr,rltrrrl trrrt;qi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
='r€ti t*.rr,;lr,r',ll,ilr llrrt'k:;i dalam 1 (satu) tahun yang diterima
t4 i.rrt,1rr llt,tl.ltlt, rl,rn penggunaannya diatur Oleh DirekSi
3,= +.f i:ir-n rl,lr lf cktif dalam rangka pengembangan
A,,e|.1 t l.,,tlr,r l nl,tk,l.

Pasal 42
r:f'-=1 =r'rt,r'.r'nltrt l)('(l(lwai PD. Aneka Usaha Kolaka yang
f 4$3rr,p.r ,r,l,rw,rtr ltrrkLrm atau karena kelalaian dalam
dl:=3n.rF,rr l,r,w,rltlr,lt dan tugas yang dibebankan
rirfeny'r lr,ril l,ltrl,,un(l ntaupun tidak langsung yang dapat
il*t,,,ll.irr l.r,r rrrll,rr lr,rr;i PD.Aneka Usaha Kolaka, disamping
r4l ,ltt rr rt urrr ',r,.,u, ti tlt:ngan ketentuan yang berlaku,
4l,FFgr tlrl,t nr,n(l(;.rrrti scluruh kerugian bagi pD.Aneka
ri l, r'l:t!:t

{ rald

t tl3n

BAB XI
IITNGELOLAAN BARANG

MII IK ]'D. ANEKA USAHA KOLAKA

Pasal 43

t,r'nrlr.h rl,t,lt lr,l,ul<; milik PD.Aneka Usaha Kolaka

,h,nrl,ur lrr.rpltklntan pada peraturan dan

I tr tr l*il tr l,tlt y,il tr 1 ltt.t litku.

BAB XII

FlMllA(rlAN Kl t,N TUNGAN PERUSAHAAN

'.1



, Pasal44

ht'slh setelah dikurang dana Penyusutan dan
mtnurut perundang - undangan yang berlaku

rcfah 7Aa/a .

Fambangunan Daerah LAa/o

Umum lAolo
KesejahteraanPegawai 5a/o

Prcduksi 1o/o

dana cadangan Umum sebagaimana
hur.uf c diafur dengan Keputusan

BAB XIII

lyat (1)

PD, ANEI(A USAHA

Pasal 45

PD. Aneka Usaha Kolaka ditetapkan
F€raturan Daerah;

p€mbubar:an terlebih dahulu dilakukan
dan penilaian harta kekayaan pD. Aneka

lblaka oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk
I Surat Keputusan Bupati;

melakukan tugasnya tim likuidasi
b kepada Bupati;

):



llea lruh,ry,r.ll PD. Aneka Usaha Kolaka setelah diadakan
llhutrln,.rl nrr,rr j.rdi milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Iclahe

BAB XIv

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

h*errnt ltr,rrrr,rlntah tidak dibenarkan membebani PD.

lpta llqalr,l Kolaka dengan segala bentuk pengeluaran;

tp Anrrhir ll,;.rlril Kolaka tidak dibenarkan membiayai

bglua't ;rnttt;t'ht,tran instansi pemerintah;

ifprn lrel lrrtl,r', lrrrrgsional oleh Badan Pengawas Daeralr

fu grcngawrl'*ln h:tlislasi oleh Dewan Fenvakilan Rakyat

ftgah herlrtt;t,rtctt Kolaka terhadap PD. Aneka Usaha

kte, r,rr',u rl rlll.rkttkan mekanisme sefta Peraturan

EfWnlu"u utxl'lt(l(u"l yang berlaku.

Pasal 47

=hal yrur! lrt.lttttt rll ,ttttr dalam Peraturan

illfattl nrrlnUr,rtrrl ;tll,tk:;.tnaannya akan di
Daerah ini
atur lebih

I rhrrrqilr f 
tr,l,rlur,rtt/Kr,lltttusan Bupati;

*tga,t lrnl;r15,llf,t lrlt,tlitl,lt clat:rah ini, maka Peraturan

Hp+elr Nnnrrrt 'r lalttttt lr)/'r ltlttang Perusahaan Daerah

lretg ll'rrrlrrt Fnl,rh,r rl,rt kctt:ntuan lainnya yang

lgte rlantlilr lfln1;,rn I'r't,rlur,u't i)acrah ini dinyatakan
lHt l+e,lrrlrt l,trll



BAB N'
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

p6ngundangan dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah KabuPaten Kolaka'

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggd, 7 SePtember 2010

\

ll

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Dlundangkan di Kolaka
pada tanggal z 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA'

Ttd

AHMAD SAFEI. SH. MH

LEMBAMN DAEMH KABUPATEN KOI.AKA TAHUN : 2O1O

NOMOR : 10

a'

,l
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